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18 Halomoan Edy Raja Napatar Rumahorbo,

SH Tanggal 09 Agustus 2016

J1. Poros Makassar-Tana Toraja Dusun

Sendeng
YAYASAN PENDIDIKAN RONI MANDIRI

RA BABUL HIKMAH SALUBARANI
Gandangbatu Sillanan
AHU-0032165.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal 15 Agustus 2016

Tana Toraja
Sulawesi Selatan

Salubarani

Diberikan kepada:

Nomor : 344 Tahun 2020
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PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Nama Madrasah
Penyelenggara Madrasah
Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris

Kabupaten/Kota

Desa/Kelurahan
Provinsi

Kecamatan
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KIEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 344 TAIIUN 2020
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

RA BABUL HIKMAH SALUBARANI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ' a.

Mengingat 4 1

3.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini (elah
memenuhi persyaratan administratil, leknis, dan kelayakan
yang telah ditctapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin
Operasional Pendirian Madrasah RA BABUL HIKMAH
SALIIRARANI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘ahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengun
Peraluran Pemerintah Nomor 32 ‘Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
Peraturmn Poemerintah Nowor 47 Tahiun 2008 tentang Wajib
Belajar  l'endidikan  Dasar  (Lembaan  Negmia  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peratwan Pemerinioh Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peratyran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19411);

Peraluran  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
P'engelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambalian
lembaran Nepara e lalile Tinlonesin . Nonun 51 '_i(l)




Memperhatikan

Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pernluran
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Pecraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar  Sarana dan  Prasarana  Untuk  Sckolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah ‘I'sanawiyah, dan Sckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tenlang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sckolah (Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

12, DPcraturan Mcenteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyclenggaran  Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan

Madrasah  Nomor: B-03281/KW.73/ND 1/30/VI/2020
Tanggal 30 Juni 2020

2. Rckomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tana Toraja Nomor: B-00001/KK.7318/RK-
1/24/V1/2020 Tanggal 24 Juni 2020

MEMUTIISKAN:

: KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAII RA
BABUL HIKMAH SALUBARANI

: Memberikan izin operasional pendirian  madrasah  kepada

madrasah  schagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Setelnh jangka waktu 4 (empal) tahun, Kepala Madiasah yang

bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah pescrta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prusarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/ataun

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S8/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

:Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diklum  Kedua huruf a dinilai memenuhi  standar

nelavanan minimal penvelenggaraan pentidikan dan/4ian hasil
akreeitnsd  gebapaimana dimaksud  Dikluwg Keduw Dooal B




mendapal  peringkal  mimimal C, maka izin operasional
' schagaimana dimaksud dalam Diktum Kesalu letap berluku.

KEEMTAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua hurul a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Dikium Kedua hurufl b tidak
mendapat  peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Juni 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

yO8031006




' LAMP'IRAN
* KEPUTIISAN MENTER]I AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3441 TAHUN 2020
TENTANG
PEMRBERIAN 1ZIN PENDIRIAN MADRASAL KA BABUL HIKMAH SALUBARANI

IDENTITAS MADRASALI YANG DIDBERTKAN 1ZIN OPERASIONAL

I | Nama Madrasah RA BABUL HIKMAH SALUBARANI

2 | Nomor Statistik Madrasah 101273180008

3 | Alamat Madrasah Jalan Poros Makassar - Tana Toraja Dusun
Sendeng
Desa/Kelurahan Salubarani

Kecamatan Gandangbatu Sillanan
Kabupaten Tana Toraja
Provinsi Sulawesi Sclatan

4 | Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PENDIDIKAN RONI MANDIRI

5 | Akle Notaris Organisasi 18 Ilalomoan Edy Raja Napatar
Penyelenggara Rumahorbo, SLI Tanggal 09 Agustus 2016

6 | Pengesahan Akte Notaris AHU-0032165.AH.01.04. Tahun 2016
Organisasi Penyclenggara Tanggal 15 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA RI
ACSIPALA KANTOR WILAYAII
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